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Abstrak

Penelitian ini bertujuan wuntuk mengetahui Analisis Keadilan
Distributif Bagi Pelaku UMKM yang Melakukan Perjanjian Jual Beli
Secara Offline atau Online pada TikTok Menggunakan E-commerce
TikTok di Indonesia. Dengan perkembangan zaman, dengan
perkembangan teknologi, aplikasi-aplikasi E-commerce sekarang
dapat diakses dimana-mana, membuat transaksi sangat mudah
dilakukan dengan hanya sebuah sentuhan. TikTok adalah aplikasi
yang awalnya dibuat untuk hiburan dan periklanan, akan tetapi
sekarang naik menjadi E-commerce yang terkemuka di Indonesia,
banyak warga Indonesia memakai aplikasi ini untuk membeli berbagai
benda. Ada banyak orang pada sekarang ini melakukan aksi jual dan
beli melalui TikTok shops dengan kapabilitas mereka yang mampu
menjual benda-benda ini dengan harga yang sangat terjangkau,
dengan logistik yang nyaman dan mudah. Para pedagang di Tanah
Abang pada momen ini mempunyai sebuah masalah besar, yaitu
sedikitnya pembeli secara offline, dengan banyaknya orang
menggunakan Social E-commerce, pekerjaan mereka terancam dalam
ekonomi ini. Pemerintah sudah mulai melakukan tindakan untuk
mengatasi kendala ini, yaitu dengan tutupnya platform Jual-Beli
online di TikTok, dan memperketat barang Impor yang nanti nya akan
diperjual belikan di Indonesia, karena pemerintah mulai mempertegas
untuk mendukung UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang ada di
Indonesia ini. Penelitian ini berharap untuk dapat mengupas tentang
penyebabnya dan memberikan solusi.

Kata kunci: Keadilan distributif, Perjanjian jual beli, TikTok
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This research aims to determine Distributive Justice of Sales and
Purchase Agreements Using TikTok E-commerce in Indonesia. With the
development of the times, as technology rises, e-commerce applications
are now available everywhere, making it easy to perform the transaction
of buying and selling with a simple touch of a button. TikTok is an
application initially made for entertainment and advertising, but now it
is also rising to become the leading E-commerce in Indonesia, a lot of
Indonesians are now using this application to buy various items. There
are so many people that are currently doing the action of buying and
selling through TikTok shops with their capability of selling goods with
extremely cheap prices, the convenience and easiness in logistics. The
merchants in Tanah Abang are now facing a big problem, a lack of offline
buyers, as people started using Social E-commerce more and their jobs
are threatened in this economy. The government has started taking
actions to handle this case by restricting importation rules of items to
Indonesia, the government's aim is to support the voice of SME (Small
and Medium Sized enterprises). This essay will examine the causes and
give solutions to the problems.

Keywords: Distributive justice, Sale and purchase agreements, TikTok

I.Pendahuluan

Penggunaan TikTok sebagai platform E-Commerce pada Keadilan
Distributif Perjanjian Jual-Beli Menggunakan TikTok di Indonesia bagi
UMKM dan penjual toko secara online, perjanjian jual-beli ini dikenal
sebagai TikTok shop, dimana Platform ini banyak sekali dipergunakan
orang-orang untuk membangun suatu usaha atau yang kerap dikenal
sebagai online shop, terutama di Indonesia. Sisi positifnya, tidak
diperlukan banyak syarat untuk bergabung di TikTok dan orang-orang
memperoleh penghasilan melalui TikTok shop ini. Lebih menariknya lagi,
kita dapat mempromosikan barang jualan store lain tanpa harus
mengeluarkan modal sedikitpun, metode ini disebut sebagai TikTok
Affiliate Indonesia. Kerja sistem ini adalah dengan cara kita mengunggah
video mengenai produk tersebut dengan mengaitkan link keranjang
kuning, jika ada pembeli yang membeli dari keranjang kuning yang
terdapat dari video tersebut, kita akan mendapatkan komisi. Selain
TikTok Shop dan TikTok Affiliate, Live TikTok juga diminati oleh banyak
orang. Hal tersebut dikarenakan, gift dari penonton bisa menjadi
keuntungan bagi para penjual, serta mereka juga dapat mempromosikan
barang dagang mereka. Terdapat banyak sekali orang yang tertarik untuk
bergabung di dalam TikTok. Selain pendaftaran yang mudah, pengguna
TikTok semakin hari semakin meningkat sehingga menjadi sebuah sarana
untuk E-commerce. Selain sebagai sumber untuk mencari uang, TikTok
ini juga dapat mempermudah kita sebagai masyarakat untuk membeli
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suatu produk dengan harga yang murah dan terjangkau, tanpa harus
bertemu secara face to face terhadap penjual dan pembeli.

Sebelum menggunakan TikTok, yang dilakukan oleh UMKM adalah
melaksanakan program kerja seperti membangun industri kecil,
minimarket dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menyerap tenaga
kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran, aktivitas yang
dilakukan seperti memperjualkan dan mempromosikan produk yang
mereka jual dan memberikan pelayanan kepada konsumen. Dengan
demikian, kita sudah mengetahui sisi positif dari TikTok, dimana banyak
sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan dari aplikasi tersebut dan kita
juga sudah mengetahui terkait aktivitas yang dilakukan UMKM sebelum
adanya TikTok, yang akan penulis bahas di pembahasan topik ini lebih ke
sisi lain nya dan kebetulan topik ini sedang hangat-hangatnya
diperbincangkan oleh semua kalangan. Secara pembahasan diatas
membahas tentang keuntungan dari diadakannya TikTok Shop. Namun,
pemerintah secara resmi menutup TikTok Shop pada Rabu (04/10/2023)
Pukul 17:00 WIB. Hal tersebut disebabkan karena TikTok shop
dianggap memperhambat UMKM yang ada di Indonesia terutama yang
sedang dialami oleh pedagang yang ada di tanah abang. Menurut sumber
dari CNBC INDONESIA, “Sepinya pasar tradisional seperti Tanah Abang
banyak dikeluhkan”. Kehadiran platform online seperti TikTok Shop
disebut-sebut sebagai biang kerok. Kini, pemerintah pun resmi melarang
praktik E-Commerce, yaitu transaksi jual-beli di platform media sosial
(medsos). Hal itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan,
Zulkifli Hasan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 tentang perizinan
berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam
perdagangan melalui sistem elektronik yang diundangkan dan berlaku
mulai 26 September 2023. Dari sumber yang dilansirkan oleh CNBC
INDONESIA, menegaskan bahwa terdapat peraturan baru yang
ditetapkan oleh Menteri Perdagangan terhadap kasus ini.

“Pemerintah dimana pun akan melindungi UMKM dalam negerinya.
Kesetaraan dalam persaingan usaha, jangan sampai ada media sosial
(medsos) menjadi e-commerce. Transaksi juga, jadi toko juga seperti
perbankan, jangan lupa perlindungan data pribadi” kata Menteri
Perdagangan. Menurut CNBC Indonesia, TikTok menyatakan akan terus
berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia terkait langkah dan
perencanaan kedepan. Peraturan yang ditetapkan oleh Permendag,
bertujuan untuk menciptakan kesetaraan yang adil bagi E-Commerce di
tanah air, salah satu aturan melarang media sosial bergabung dengan E-
Commerce, pasalnya akan memicu monopoli pasar dan persaingan yang
tidak sehat. Selengkapnya akan dibahas di pembahasan kami dibawah
ini..

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka terdapat 2
(dua) pokok permasalahan yang akan dibahas atau dikaji atau dibahas
dalam penelitian ini. Permasalahan yang dimaksud adalah:
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1. Bagaimana bentuk perjanjian jual beli di TikTok menurut
KUH Perdata dan UU ITE?
2. Bagaimana analisis keadilan distributif terhadap perjanjian

jual beli di TikTok bagi pelaku UMKM dan Penjual Toko Offline?

II.Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian doktrinal
atau normatif yang menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif.
Sumber bahan penelitian serta dasar-dasar yang diterapkan di dalam
penelitian ini adalah kaidah hukum, konsepsi hukum, asas hukum, dan
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian yang
dilakukan (Budianto, 2020). Penelitian normatif memiliki tujuan untuk
menganalisis peraturan perundang-undangan dengan kasus hukum yang
terjadi (Tanaya, 2021). Pengumpulan bahan maupun data-data yang telah
diperoleh dilakukan melalui studi kepustakaan. Kepustakaan tersebut
akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait masalah
yang diajukan oleh penulis. (Sulistya Eviningrum, 2021). Data yang telah
diperoleh di dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer,
dimana meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-
Undang ITE. Selain itu, penelitian ini juga memperoleh data melalui bahan
hukum sekunder. Bahan-bahan tersebut mencakup karya-karya
kepustakaan, seperti jurnal, buku, dan artikel, dimana data-data tersebut
pun juga didukung dengan bahan hukum tersier. (Nizam Zakkal Arizzal,
2020). Setelah data-data diperoleh, dilakukan analisis serta pembahasan
mengenai topik maupun masalah-masalah yang diuraikan di dalam
penelitian ini.

III.Pembahasan

Bentuk Perjanjian Jual-Beli di TikTok Menurut KUHPerdata dan
UU ITE, dan Bagaimana Analisis Keadilan Distributif Terhadap Perjanjian
Jual-Beli di TikTok Bagi Pelaku UMKM dan Penjual Toko Offline.

Perjanjian merupakan dasar hukum terjadinya jual beli barang di
Aplikasi Tiktok ataupun secara konvensional. Perjanjian memiliki tujuan
memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk berusaha (Tanaya:
2018). Perjanjian pada aplikasi tik tok menggunakan kontrak elektronik.
Kontrak elektronik tidak memiliki perbedaan dalam substansi keabsahan
kontrak, pembedanya hanya media elektronik. Kontrak elektronik
menggunakan sistem elektronik dengan menekan tombol accept sebagai
tanda sepakat, sedangkan kontrak konvensional menggunakan tanda
tangan sebagai tanda kesepakatan (Karo, 2020).

Terdapat beberapa macam faktor dari permasalahan yang terjadi,
seperti yang kita alami saat ini dengan perkembangan zaman membuat
semuanya terlihat mudah seperti aktivitas Jual-Beli yang dilakukan di
berbagai macam platform E-commerce salah satu contoh nya adalah
aplikasi TikTok, dari permasalahan yang terjadi faktor yang berpengaruh
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pada menurunnya aktivitas Jual-Beli ini disebabkan oleh aspek demand
(permintaan) dan aspek supply (penawaran) yang bekerja secara bersama-
sama. Dari sisi demand, menurut Ibrahim salah satu penjual di Tanah
Abang mengatakan “bahwa proporsi pengeluaran rumah tangga terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB) memang cenderung melemah. Proporsi
konsumen rumah tangga terhadap PDB pada pertengahan tahun 2023
adalah proporsi terendah dalam sepuluh tahun terakhir”.

Menurut Ibrahim dari sumber https://www.republika.co.id/,
pada Rabu, (20/09/23) “Konsumen cenderung mengalami penurunan
kemampuan daya beli yang bisa disebabkan oleh beberapa aspek,
misalnya dampak krisis akibat Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih
sehingga perekonomian pada grass root belum benar-benar rebounding,”
masyarakat juga cenderung lebih berhati-hati (precaution), hal ini
ditandai dengan peningkatan tabungan khususnya pada jumlah
tabungan di bawah Rp S5 miliar. Sementara itu, dari sisi pasokan
masuknya barang-barang impor dari luar negeri terutama dari China yang
jauh lebih murah diperjualbelikan melalui platform digital, ditambah lagi
dengan cara penjualannya dengan melakukan live shopping, turut
menyebabkan barang-barang yang dijual secara langsung seperti di pasar
atau offline menjadi kurang bersaing dari sisi harga.

Secara umum masyarakat Indonesia memiliki pola permintaan
yang price elastic. Hal ini dapat diartikan bahwa sedikit perubahan pada
harga akan menyebabkan perubahan yang lebih besar pada kuantitas
barang yang diminta. Platform penjualan online menjadi lebih menarik
bagi konsumen karena mudah didapat dan harga lebih murah. Terlebih,
dalam platform tersebut juga didukung dengan ekosistem keuangan yang
memudahkan konsumen dalam bertransaksi, seperti digital wallet, digital
banking, fintech, peer-to-peer (P2P) lending, bahkan paylater yang
memungkinkan orang membeli barang meskipun dalam kondisi tidak
memiliki anggaran.

Digital platform umumnya memiliki network effect yang sangat besar.
Didukung dengan pengguna yang banyak, personalized products bisa
dilakukan sehingga konsumen mendapatkan apa yang diminta dengan
harga yang sesuai dengan kemampuan. Disisi lain selain kemudahan dan
harga lebih murah yang didapat dalam aktivitas Jual-Beli online, dalam
jangka panjang ada beberapa kemungkinan kerugian yang akan dialami
konsumen. Seperti personalized product akan menggeser pembelian yang
sifatnya wants menjadi needs. Sebagai konsekuensi, hadirnya digital
financial platform bisa menyebabkan masyarakat on the debt trap dengan
bunga yang mahal jika gagal mengelola needs dan wants dengan
bijaksana. Digital platform juga memiliki risiko terkait keamanan data
meskipun Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang no. 27
tentang tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (PDP).

1. Perjanjian Jual-Beli di TikTok
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Proses perjanjian Jual-Beli online melalui TikTok Shop tersebut
dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat sesuai dengan Pasal
1320 KUHPerdata yaitu:

o Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
¢ Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
e Suatu hal tertentu

e Suatu sebab yang halal

2. Perjanjian Jual-Beli di Offline
Dalam suatu perjanjian atau hukum kontrak, diperlukan sejumlah

prinsip serta asas hukum. Hal tersebut disebabkan karena asas-asas
tersebut merupakan dasar bagi hukum perjanjian, dimana dapat
memberikan bayangan maupun pandangan terhadap latar belakang dari
sikap fundamental atas hukum perjanjian. Menurut Satjipto Rahardjo,
asas hukum adalah suatu hal yang dipandang oleh masyarakat hukum
yang bersangkutan sebagai basic truth atau kebenaran asasi. Sebab
melalui asas-asas hukum, pertimbangan etis dan sosial masyarakat dapat
ikut serta di dalam hukum. Oleh karena itu, asas hukum menjadi
semacam sumber untuk menghidupi tata hukum dengan nilai-nilai etis,
moral, dan sosial masyarakat. Menurut KUHPerdata, terdapat lima asas
hukum perdata terkait dengan perjanjian, yaitu asas konsensualitas
(consensualisme), asas kebebasan kontrak (freedom of contract), asas
kepastian hukum (pacta sunt servanda), asas itikad baik (good faith), dan
asas kepribadian (personality).

Proses perjanjian Jual-Beli offline terdapat pada Asas
konsensualitas itu sendiri menurut pasal 1458 KUHPerdata mengatur
sebagai berikut : “Jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak
seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga
meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar”.

Hal pertama yang harus ada dalam perjanjian jual beli adalah
adanya para pihak yang melakukan kesepakatan yang melibatkan dua
pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dimana, kedua belah pihak yang
membuat perjanjian jual beli memiliki hak dan kewajiban untuk
melaksanakan isi perjanjian yang dibuat. Perlu diperhatikan bahwa para
pihak harus memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi jual beli.
Artinya, baik penjual maupun pembeli telah dianggap dewasa menurut
hukum yang berlaku dan tidak sedang berada di bawah pengampuan.
Dalam membuat perjanjian, para pihak diberikan kebebasan untuk
menentukan bentuk dan isi perjanjian yang mereka buat. Namun,
kebebasan ini tetap harus sesuai dengan dan tidak boleh melanggar
hukum yang berlaku di Indonesia. Jika isi perjanjian tersebut melanggar
hukum yang berlaku, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat
sah perjanjian yang diatur di Pasal 1320 KUHPerdata dan berakibat batal
demi hukum.
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Melalui sumber yang di dapat dari sebuah akun Instagram, yang
bernama (@kuliahsaham, mengunggah sebuah informasi terkait
penutupan akun Jual-Beli di TikTok Shop. Disebutkan bahwa sekitar 5,5
juta seller menjadi korban dari penutupannya sistem jual-beli online di
platform TikTok Shop pada Rabu,4 Oktober 2023. Sepanjang 2022, total
GMV (Gross Merchandise Value) atau nilai total penjualannya mencapai
US$ 2,6 miliar atau sekitar 39 triliun, angka tersebut menyumbang
mayoritas dari total GMV di Asia Tenggara senilai US$ 4,4 miliar. Untuk
kerugian yang dialami seller di TikTok Shop masih belum diketahui
pastinya karena masih awal nya penutupan jual-beli di TikTok Shop. Hal
tersebut menjadi sangat relevan, karena adanya transaksi jual beli di
TikTok yang termasuk dalam jumlah pendapatan yang sangat besar.

3. Keadilan Distributif
Keadilan distributif berkaitan dengan keadilan jumlah upah yang

karyawan terima dari organisasi (Faulk II dari R. Philipus Lewis, 2002).
Penelitian ini menggunakan instrumen yang digunakan oleh Faulk II,
2002. Beberapa studi sebelumnya telah menggunakan skala ini dengan
hasil yang memuaskan. Keadilan distributif diukur dari enam butir
pernyataan. Butir pernyataan mencakup: 1) mempertimbangkan
tanggung jawab yang saya miliki, 2) memperhitungkan pendidikan dan
pelatihan yang saya miliki, 3) ditinjau dari pengalaman yang saya miliki,
4) karena upaya (effort) yang saya berikan, 5) karena pekerjaan yang saya
lakukan dengan baik, 6) karena tekanan dan ketegangan pekerjaan saya.

Menurut Aristoteles dikutip melalui sumber kompas.com,
“Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut setiap pihak
mendapatkan apa yang menjadi hak nya secara proporsional. Keadilan
Distributif meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak sama
rata mendapat hak nya”. Keadilan dapat terjadi apabila para pihak
mendapatkan kesempatan yang sama, mendapatkan bagian yang sama
dalam perbuatan hukum yang terjadi (Sari, 2022). Menurut Tanaya,
keadilan menurut Aristoteles memberikan ukuran tentang kesamarataan,
namun tetap dapat terwujud jika para pihak telah menjalankan
kewajibannya dengan baik (Tanaya, 2021). Maka dari itu, keadilan
distributif lebih menonjol di platform E-commerce dan tidak menonjol di
penjualan secara offline. “Penurunan penjualan di Tanah Abang rata-rata
di atas 50 persen”. Jika kerugian yang dialami masing-masing pedagang
di Tanah Abang beragam jumlahnya, maka biasanya keuntungan yang
didapatkan bisa mencapai Rp. 40 juta hingga Rp. 50 juta dalam kurun
waktu satu hari. Namun, di dalam kondisi sekarang ini, mendapatkan Rp.
1 juta dalam sehari bukanlah hal yang mudah bagi para pedagang di
Tanah Abang. REPUBLIKA.CO.ID

Pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang UMKM, dijelaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan
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perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Sesuai dengan
amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XVI/MPR RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam
rangka Demokrasi Ekonomi, UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian
integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi
strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin
seimbang berkembang dan berkeadilan.

Di samping itu UMKM sulit mendapatkan kesempatan yang sama
terutama dalam penguasaan pasar dan akses permodalan yang diperoleh
di lembaga keuangan perbankan. Sebaliknya usaha-usaha besar secara
bebas dapat menguasai sumber-sumber ekonomi publik dan akibatnya
mengurangi kesempatan usaha kecil dan menengah. Demikian pula di
sektor keuangan dalam proses deregulasi dan berbagai bidang investasi,
pola yang sangat liberal diberlakukan sehingga menutup akses
masyarakat banyak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.
Berdasarkan uraian singkat yang telah dikemukakan di atas, penulis
tertarik untuk melakukan kajian tentang bagaimana perlindungan
hukum terhadap UMKM pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dalam
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023.

IV.Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Dari paparan penjelasan diatas terkait topik mengenai “Analisis
Keadilan Distributif Bagi Pelaku UMKM Yang Melakukan Perjanjian Jual
Beli Secara Offline atau Online Pada TikTok”. Dapat disimpulkan bahwa
adanya platform Online Shop seperti TikTok Shop, membawa pengaruh
negatif dan positif secara bersamaan. Seperti kemudahan dalam
bertransaksi, Mencari kebutuhan barang, dan lainnya. Namun sebaliknya
dapat juga memicu terjadinya perilaku konsumtif karena kemudahan
dalam memperoleh barang sehingga terjadi kegagalan dalam menentukan
apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan. Selain itu juga memicu
adanya kebocoran data pribadi dan risiko keamanan data seperti yang
sudah ditegaskan dalam Undang-Undang no. 27 tentang tahun 2022
tentang perlindungan data pribadi (PDP). Maka dari itu, untuk mencegah
timbulnya pengaruh negatif tersebut, diterapkan pasal 1320 KUHPerdata
yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian jual beli harus
memenuhi empat syarat berikut untuk dikatakan sah. Yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

Dengan adanya platform online seperti TikTok Shop mengakibatkan
penjual UMKM offline kalah saing. Hal ini yang menjadi pertimbangan
pemerintah dalam memberhentikan berjalannya transaksi jual-beli di
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TikTok Shop. Walaupun saat ini sedang sangat gencar dan menjadi
sumber penghasilan banyak pihak. Berdasar pada tugas pemerintah
dalam melindungi dan mendukung UMKM terwujud dalam kesetaraan
dalam persaingan usaha, maka dari itu jangan ada praktik jual beli di
platform media sosial. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri
Perdagangan, Zulkifli Hasan (Permendag) No 31 Tahun 2023 tentang
Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku
Usaha dalam Perdagangan melalui sistem elektronik yang diundangkan
dan berlaku mulai 26 September 2023.

Penggunaan TikTok Shop berdampak besar bagi UMKM offline yang
mengakibatkannya sulit untuk bersaing dan mencapai keadilan
distributif. Sebab dengan adanya platform online shop seperti TikTok,
membuat UMKM sulit bersaing baik dalam segi harga, kualitas, dan
jangkauan pemasaran. Sehingga keadilan distributif tidak terlaksana
dalam UMKM. Hal ini dapat ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No.
7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan
koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (PP UMKM) pasal 35
hingga pasal 36.

2. Saran

Saran yang diberikan penulis terhadap “Analisis Keadilan
Distributif Bagi Pelaku UMKM Yang Melakukan Perjanjian Jual Beli
Secara Offline atau Online Pada TikTok” adalah kepada pemerintah
untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
perwujudan masyarakat yang adil dan makmur melalui pembangunan
perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

Perlu adanya kesempatan terbuka bagi UMKM di Indonesia untuk
memperkenalkan dan mensosialisasikan produknya. Hal ini dapat
diwujudkan melalui pelatihan, pengembangan, dan pendistribusian yang
sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini. Melalui peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia, respon terhadap kebutuhan pelanggan,
penetapan harga yang kompetitif, penentuan segmentasi pasar yang tepat,
dan penggunaan platform online pendukung dalam pendistribusian dan
penjualan produk akan memiliki dampak yang signifikan. Sebab sudah
tidak dipungkiri lagi bahwa kehidupan saat ini.
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1. Bapak Rizky Karo Karo, S.H., M.H. dan Bapak Arnoldus Pawe,
M.H., serta Ibu Jessica Sibarani, M.H., selaku dosen pembimbing
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membimbing peneliti dengan penuh kesabaran, serta memberikan
petunjuk dalam penulisan artikel.

2. Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun
yang telah mengadakan Conference On Law and Social Studies dan
menjadi sumber informasi pembuatan artikel.
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berkontribusi serta turut membantu dan menjadi sumber informasi
sehingga penyelesaian artikel ini dapat berjalan dengan lancar,tidak ada
kendala dalam proses penulisan,sehingga dapat selesai tepat pada waktu
yang ditentukan.

Penulis menyadari bahwa penulisan artikel ini masih belum
sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang
bermanfaat dan membangun, sehingga dapat menjadi evaluasi untuk
kami untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Semoga isi dari artikel ini
bisa bermanfaat bagi kita semua.
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